BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis
menarik kesimpulan bahwa Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen
Dalam Hal Kehilangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang sesuai dengan
pasal 19 UUPK yaitu memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang kehilangan
kendaraannya. Tetapi pada prakteknya yang terjadi ketika ada kendaraan bermotor
yang hilang, pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan melapor kepada
polisi, sehingga tanggungjawab yang seharusnya dilakukan oleh Pengelola Parkir
untuk mengganti kerugian tidak dapat terpenuhi hal tersebut dikarenakan kurangnya
personil pengawas parkir, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang
pengelolaan parkir, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya kesadaran

Pengelola Parkir.

B. Saran
Dari data dan analisis yang ada pada Bab sebelumnya di atas, maka penulis
memberikan saran mengenai Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen

Dalam Hal kehilangan Kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang;
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a. Bagi Pengelola Parkir

Pengelola Parkir seharusnya tidak lepas dari tanggung jawab ketika ada
kendaraan yang hilang di area parkirnya, karena hal tersebut merupakan tanggung
jawab bagi Pengelola Parkir. Jika ada kendaraan yang hilang maka Pengelola
Parkir harus bertanggungjawab mengganti kerugian. Upaya pencegahan terhadap
hilangnya kendaraan di area parkir dapat ditanggulangi dengan menambah
keamanan diarea parkir, menambah personil parkir, memberi rambu-rambu parkir
yang jelas dan memberikan karcis parkir bagi setiap kendaraan yang parkir.

b. Bagi Konsumen

Konsumen Jasa parkir harus lebih cermat dalam memilih tempat parkir yang
aman untuk kendaraannya. Memberi kunci tambahan untuk kendaraannya dan
tidak lupa untuk meminta karcis parkir sebagai tanda bukti parkir. Hal tersebut
dilakukan untuk menanggulangi hilangnya kendaraan diarea parkir, jika terjadi
kehilangan kendaraan bermotor diarea parkir maka konsumen harus segera
melapor pada petugas parkir dan pengelola parkir juga menunjukkan karcis parkir

sebagai tanda bukti, sehingga dapat memperoleh ganti kerugian.
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